
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

TAHUN 2017 NOMOR 82 
 

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 82 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANJARNEGARA,  
 

Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas  dan kegiatan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Banjarnegara dan 
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 
ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu 
memberikan tunjangan transportasi yang 
patut, wajar, dan rasional sesuai standar 
harga yang berlaku; 
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  b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu membentuk Peraturan Bupati 
tentang Tunjangan Transportasi Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Banjarnegara; 

    
Mengingat  1. Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah; 

  2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 5234); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 5568); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
5679); 
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  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah  
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi 
Jawa Tengah; 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4712); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 4578); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan Dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 
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  9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara RI Tahun 
2008 Nomor 199); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara RI Tahun 2011 Nomor 310); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 
2014 Nomor 2036); 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Kedudukan  Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Banjarnegara  (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 70) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Kedudukan Protokoler dan 
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Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Banjarnegara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara  Nomor 104); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Banjarnegara Nomor 99); 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 245); 
 

MEMUTUSKAN  : 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN 

TRANSPORTASI ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA. 
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Pasal 1 
 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Banjarnegara yang tidak mendapatkan fasilitas mobil dinas 
diberikan tunjangan transportasi.  

 
Pasal 2 

 
Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.  

 
Pasal 3 

 
Besarnya tunjangan transportasi Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara ditetapkan sebanyak Rp 
7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang per 
bulan. 
 

Pasal 4 
 

Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, dapat dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

 
Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Banjarnegara. 
Ditetapkan di Banjarnegara 

 
pada tanggal 28-9-2017 

BUPATI BANJARNEGARA, 
Cap ttd, 

BUDHI SARWONO 
 
Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal 28-9-2017 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, 
            Cap ttd, 
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 
NOMOR 82 

Mengetahui sesuai aslinya, 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 

KABAG KESRA 
 

Cap ttd, 
 

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si 
Pembina Tk. I 

NIP. 19721030 199703 1 003 




